BAB III

POSISI KASUS TENTANG PENAMBAHAN MATERI GUGATAN
DALAM MEMORI BANDING (Studi Putusan PTA Surabaya No.

211/Pdt.G/2011/PTA.Sby)

A. Keberadaan dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1.

Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terletak di J1. Mayjen Sungkono
No. 7 dengan nomor telpon 031-5681797. Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia
Belanda Nomor 18 Tahun 1937 tanggal 12 Nopember 1937 dengan nama
“Hoof Voor Islamietische Zaken*

Staatsblad 1937 Nomor 610 menyebutkan bahwa penyelenggaraan
Peradilan Agama Tingkat Banding untuk Jawa dan Madura dilaksanakan
oleh Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta, kemudian
dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, maka beban kerja Mahkamah Islam Tinggi Surakarta menjadi
meningkat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan

pertimbangan Mahkamah Agung dalam surat Nomor : MA/PA/121/IX/1976
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tanggal 23 September 1976, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan
pembinaan peradilan agama di Jawa dan Madura dipandang perlu
mengadakan pembagian tugas baru secara administratif dengan membentuk
Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan Bandung.

Pada tanggal 16 Desember 1976 keluar Keputusan Menteri Agama
Nomor 71 Tahun 1976 tentang Pembentukan Cabang Mahkamah Islam
Tinggi di Surabaya dan di Bandung. Dengan keluarnya Keputusan Menteri
Agama Rl Nomor 71 Tahun 1976 merupakan awal mulanya terbentuknya
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Cabang Mahkamah Islam Tinggi
Surabaya mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang
berasal dari Pengadilan Agama di seluruh dacrah Tingkat I Propinsi Jawa
Timur.

Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya bertanggung jawab
kepada Ketua Mahkamah Islam Tinggi Surakarta dengan dipimpin olch
seorang Wakil Ketua Mahkamah Islam Tinggi, sekurang-kurangnya dua
orang hakim anggota dengan dibantu oleh seorang pejabat sementara
panitera dan beberapa orang kepaniteraan.'

2. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Visi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah “mewujudkan

peradilan yang agung”. Adapun misinya adalah:

! http://www.pta-surabaya.go.id/index.php/profil-instit usi/sejarah
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a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan
serta keadilan masyarakat;

b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan
pihak lain; .

c. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat;

d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;

e. Mewujudkan intitusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, dan
dihormati;

f. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan
transparan.2

3. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

a. Kewenangan Relatif Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 51 Undang-undang No.
7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka tugas dan wewcnang
pengadilan tinggi agama adalah mengadili perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Di samping itu
Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di
tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-

Pengadilan Agama di daerah hukumnya.’

2 http://www.pta-surabaya. go.id/index.php/profil-institusi/visi-misi.

? Pasal 51 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
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b. Kewenangan Absolut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meliputi wilayah
Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari 37 Pengadilan Agama yang berada
di Jawa Timur. termasuk juga wilayah di Madura yaitu Pengadilan
Agama Sampang, Pengadilan Agama Bangkalan, Pengadilan Agama
Pamekasan, Pengadilan Agama Sumenep, Pengadilan Agama Kangean,

dan pulau Bawean yaitu Pengadilan Agama Bawean.*
B. Putusan Pengabulan Gugatan atas Penambahan Materi Gugatan dalam Memori
Banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby
1. Identitas para pihak

Pada tanggal 22 Desember 2010 Pemohon mendaftarkan permohonan
cerai talaknya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo
dengan nomor perkara 1621/Pdt.G/2010/PA.Po. Pemohon seorang laki-laki
berumur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, dan bertempat tinggal di
Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kabupaten Ponorogo. Dan
Termohon adalah seorang wanita berumur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan

swasta dan bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo.’

* http://www.pta-surabaya.go.id/index.php/profil-instit usi/wil-yur.

* Identitas para pihak yang berperkara tersebut sesuai pada berkas putusan nomor
1621/Pdt.G/2010/PA.Po.
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2. Posita(fakta hukum)

Pemohon mengajukan permohonan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Ponorogo pada tanggal 22 Desember 2010 dengan register nomor
perkara 1621/Pdt.G/2010/PA.Po mengenai permohonan cerai talaknya
terhadap istrinya (Termohon).

Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah
melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pejabat Kantor Urusan
Agama Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo pada tanggal 15 Nopember
2006 dengan kutipan akta nikah nomor: 297/41/X1/2006.

Setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga
dengan rukun di rumah orang tua Pemohon, terkadang juga di rumah orang
tua Termohon, juga ikut Pemohon bekerja. Selama perkawinan tersebut,
antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang berumur
2,5 tahun yang saat ini tinggal bersama Termohon (istri).

Sejak bulan Juli 2009, rumah tangga yang dibina Pemohon dan
Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan sudah pecah (Pemohon dan
Termohon sering bertengkar), hal tersebut dikarenakan Termohon terlalu
over protective terhadap Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan sudah diupayakan untuk
kembali rukun namun tidak berhasil. Akibatnya, Pemohon mengembalikan

Termohon kepada orang tuanya dan menjatuhkan talak satu terhadap
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Termohon di depan orang tua Termohon. Dan sejak itu, tidak ada komunikasi
antara Pemohon dan Termohon.
3. Petitum (tuntutan)

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan
Agama Ponorogo agar:®
a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

b. Menetapkan/memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar
talak kepada Termohon;
¢. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon
sama-sama hadir dalam persidangan, kemudian Hakim Mediator melakukan
mediasi namun tidak berhasil. Begitu juga dengan upaya mediasi yang
dilakukan oleh Hakim Mediator Drs. Jureimi Arief tetap tidak berhasil.
Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon,
dan Termohon telah memberikan jawaban atas permohonan Pemohon
(Rekonpensi) sebagai berikut:

a. Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil permohonan Pemohon
dan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sangat harmonis.
tidak pernah terjadi percckcokan, meskipun ada, hal tersebut lazim terjadi

dalam sebuah pernikahan. Termohon menyangkal adanya sikap over

§ Salinan Putusan PA ponorogo Perkara Nomor 1621/Pdt.G/PA.Po
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protective yang berlebihan. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud kontrol
terhadap suaminya mengingat Termohon sangat mencintai Pemohon.

b. Adapun keterangan Pemohon bahwa Pemohon mengembalikan Termohon
kepada orang tuanya dan menjatuhkan talak satu terhadap dirinya adalah
tidak benar. Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya
merupakan upaya untuk menenangkan diri dan saling intropeksi guna
menyelamatkan rumah tangganya dari kehancuran. Dan selama berada di
rumah orang tua, antara Pemohon dengan Termohon tetap melakukan
komunikasi. Meskipun antara Pemohon dengan Termohon hanya terjadi
pertengkaran kecil, namun antara Termohon dengan Pemohon sudah
tidak bisa dirukunkan kembali.

¢. Mengenai permohonan cerai talak Pemohon, Termohon tidak keberatan,
akan tetapi Termohon meminta nafkah mut‘ah sebesar Rp.50.000.000,-,
nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulannya sampai anak dewasa,
nafkah ‘ddah sebesar Rp. 3.000.000,- x 3 bulan serta menghibahkan
rumah KPR dan tabungan asuransi pendidikan anak kepada anak
Termohon dan Pemohon.

Atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon
menyampaikan dalam repliknya bahwa Pemohon tetap pada pokok-pokok

permohonannya, meskipun pertengkaran dan perselisihan dianggap lazim
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oleh termohon, akan tetapi dapat dijadikan alasan untuk mengajukan
permohonan talak ini.

Bahwa benar Pemohon telah menjatuhkan talak satu kepada
Termohon di depan orang tua Termohon, dan menurut keyakinan agama
islam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sah lagi
karena sudah terjadi talak. Akan tetapi Pemohon mengetahui bahwa menurut
hukum positif tidak lah sah, dan harus dilakukan melalui sidang pengadilan
agama, maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan talak ini ke
Pengadilan Agama Ponorogo.

Adapun mengenai mufah, Pemohon hanya sanggup membayar Rp.
1.500.000,-, nafkah anak Rp. 250.000,- setiap bulannya, dan nafkah ‘ddah
Rp. 500.000,- x 3 bulan. Hal ini mengingat bahwa Pemohon hanyalah seorang
karyawan swasta yang gajinya sebatas UMR untuk wilayah Jawa Timur dan
Pemohon membenarkan telah membayar uang muka rumah KPR, namun
karena rumah tangganya retak, maka pembelian rumah tersebut telah
dibatalkan, mengenai tabungan asuransi pendidikan anak di Bank Mandiri
adalah tidak ada.

Atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan
dupliknya bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil persangakalannya.
Termohon menerangkan bahwa pertengkaran yang terjadi merupakan suatu

uapaya untuk membentuk rumah tangga yang lebih baik lagi dan mengingat
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status Termohon selaku istri yang mempunyai kewajiban menjaga martabat
suami dan menjaga keutuhan rumah tangga.

Termohon juga menerangkan, bahwa kontrol yang dilakukan oleh
Termohon merupakan bentuk dari rasa cintanya kepada Pemohon dan
Termohon menganggap bahwa mengembalikan istri kepada orang tua bukan
bagian dari jatuhnya talak.

Termohon selaku Penggugat rekonpensi sangat keberatan dengan
nilai mutah mengingat jabatan Tergugat rekonpensi dikantornya yang
bergaji standar manager. Mengenai nafkah anak yang sebesar Rp. 250.000,-
setiap bulannya, Penggugat rekonpensi sangat keberatan, karena sebelum
terjadi perselisihan jatah/anggaran kebutuhan anak sebesar Rp. 1.500.000,-.
Adapun mengenai nafkah %ddah sebesar R. 500.000,- x 3 bulan Penggugat
rekonpensi juga sangat keberatan karena penghasilan Tergugat rekonpensi
selaku sales manager pemasaran sangat besar dan sangat memanjakan istri
sebelum terjadi perselisihan.

Mengenai uang muka pembelian rumah KPR yang masih di
developer, maka Penggugat rekonpensi menawarkan diri untuk meneruskan
pembayaran pembelian rumah tersebut, hal ini dilakukan karena untuk
menjamin  kehidupan anak hasil dari perkawinan antara Penggugat

rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi.
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Persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, dan untuk
meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat
berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kator Urusan Agama Kecamatan
Milarak Kabupaten Ponorogo Nomor: 297/41X1/2006 Tanggal 15 Nopember
2006 (P.1) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang
dikeluarkan oleh Camat Mlarak Nomor: 35.0208.050879.0001 Tanggal 23
April 2007 (LP.1).

Selain mengajukan bukti-bukti diatas, para pihak berperkara juga
meﬁgajukan saksi-saksi, yang menerangkan pada intinya bahwa, para saksi
mengenal pemohon dan termohon, awalnya Pemohon dan Termohon hidup
rukun dan telah dikaruniai anak satu yang sekarang ikut Termohon. Saksi
tidak mengetahui pemyebab keretakan rumah tangga mereka dan sejak
berpisah tempat tinggal mereka sudah tidak ada komunikasi lagi serta saksi-
saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka.

Selain mengajukan bukti 2 orang saksi, Termohon juga mengajukan
bukti surat berupa fotokopi kwitansi dari PT. Pancanaka Swasakti Utama
tertanggal 19 Januari 2010, 01 Pebruari 2010, dan tanggal 26 Juli 2010 tidak
ada aslinya (T.1). Dari tahap pembuktian yang telah dibuktikan Pemohon dan
Termohon, bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak.

Setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi, baik saksi Pemohon

maupun Termohon dan bukti-bukti yang berupa surat-surat. Majelis hakim
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menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, selalu
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun sehingga tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan
rahmah tidak terwujud, hal ini terbukti dengan pasal 39 ayat (2) UU Nomor
1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116
huruf (f) KHI.

Majclis hakim juga mempertimbangkan bahwa Pemohon dan
Termohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap ingin bercerai.
Karena tidak adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai
mut ah, nafkah anak, dan nafkah ‘/ddah, maka berdasarkan pasal 149 huruf
(d) KHI dan berdasarkan atas kemampuan Pemohon, maka Majelis Hakim
menentukan sendiri besarnya bagian-bagian tersebut.

Adapun tuntutan Termohon mengenai penghibahan pembelian rumah
KPR dan tabungan asuransi pendidikan anak di Bank Mandiri, Termohon
tidak dapat menunjukkan bukti aslinya dan telah dibantah pula oleh
Pemohon. Dengan ini majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo memberi
putusan:

MENGADILI:

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar
talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama
Ponorogo;
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Dalam Rekonpensi:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian dan menolak

selebihnya;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat
rekonpensi berupa:
a. Mut ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
b. Nafkah %ddah selama tiga bulan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta
seratus ribu rupiah);
c. Nafkah anak setiap bulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
sampai anak dewasa (umur 21 tahun);
3. Menghukum Pemohon konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 619.000,- (enam ratus sembilan belas ribu rupiah).”

Terhadap putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Termohon
mengajukan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo
pada hari Rabu Tanggal 11 Mei 2011 dan permohonan banding telah
diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.®

Dalam mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan
Agama Ponorogo tersebut, Termohon/Pembanding mengajukan memori
banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan suratnya
tertanggal 23 Mei 2011, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding
Nomor: 1621/Pdt.G/2010/PA.Po, tanggal 24 Mei 2011, yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Ponorogo dan telah diberitahukan kepada

Pemohon/Terbanding.’

! Ibid.
¥ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby, 3
9 .

Ibid.
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Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas
putusan pengadilan agama ponorogo tentang mufah, nafkah ‘iddah dan
nafkah  anak, serta  mengajukan  gugatan  agar Tergugat
rekonpensi/Terbanding memberikan nafkah madiyyah setiap bulan sebesar
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).'” Atas memori banding tersebut,
Pemohon/Terbanding mengajukan kontra memori banding dengan suratnya
tertanggal 7 Juni 2011, sesuai Tanda Terima Kontra Merori Banding yang

dibuat oleh Pengadilan Agama Ponorogo.

4. Dictum (amar)

Perkara tentang permohonan cerai talak ini telah didafiarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Mei 2011 dan

diputus pada tanggal 20 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 sya‘ban 1432

H, dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai

berikut:

MENGADILI:

Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh
Termohon/Pembanding dapat diterima;

Membatalkan  putusan  pengadilan  agama  pomorogo  nomor:
1621/Pdt.G/2010/PA.Po tanggal 4 Mei 2011 M yang bertepatan dengan
tanggal 30 jumadil awal 1432 H dan mengadili sendiri:

Dalam Konpensi:

l.
2.

Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;

Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu
raji terhadap Termohon/Pembanding dihadapan sidang Pengadilan Agama
Ponorogo;

' Memori banding atas putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 1621/Pdt.G/2010/PA.Po
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3. Memerintahkan panitera pengadilan agama ponorogo untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat
Nikah KUA kecamatan tempat berkangsungnya perkawinan atau tempat
domisili Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;

Dalam rekonpensi:

Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada
Penggugat/Pembanding berupa:

a. Nafkah madiyyah bagi Penggugat/Pembanding selama 11 (sebelas) bulan

1.

4.

sebesar Rp. 9.650.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu
rupiah);

Mout ‘ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Nafkah ‘ddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
Yang harus dibayar secara tunai pada saat sidang ikrara talak;
Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah anak yang
bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING umur 2,5 tahun
hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri minimal sebesar Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan
dan kesehatan. Dan menyatakan semua harta kebendaan milik
Tergugat/Terbanding sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah
anak tersebut kepada Penggugat/Pembanding;

Menyatakan menolak dan dan tidak dapat diterima gugatan selain dan
selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

1.

Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat pertama sebesar Rp. 619.000,- (enam ratus sembilan belas
ribu rupiah);
Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh
ribu rupiah).
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C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Dalam Perkara Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo No.
1621/Pdt.G/2010/PA.Po dan Pengabulan Gugatan atas Penambahan Materi
Gugatan dalam Memori Banding No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby

DALAM KONPENSI:

Setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan-
keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya dan tanggapan
Pemohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, salinan resmi putusan
Pengadilan Agama Ponorogo beserta Berita Acara Persidangan perkara tersebut,
utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama.
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum
hakim pengadilan tingkat pertama dalam konpensi adalah tepat dan benar,
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan sependapat dan dapat
menyetujui pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dan kemudian
diambil sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam tingkat banding dengan
alasan-alasan sebagai berikut:

1. Majelis hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini
terbukti dengan tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan oleh Hakim
Mediator Drs. Juremi Arif serta majelis hakim seiama berlangsungnya

proses persidangan.
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2. Dalil-dalil alasan permohonan Pemohon/Terbanding telah terbukti
kebenarannya dihadapan sidang. Hal ini terbukti dengan sikap Pemohon
yang tetap bersikukuh ingin bercerai dan kesediaan istri untuk ditalak,
disertai dengan keterangan saksi-saksi para pihak yang berperkara yang
menyatakan bahwa rumah tangga mereka telah pecah dan tidak dapat hidup
rukun lagi.

Untuk memperkuat alasan dikabulkannya permohonan
Pemohon/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga mengambil alih
pendapat dalam kitab mada hurriatuz zawjainy £ at- talag juz 1 halaman 83
yang digunakan sebagai pendapat sendiri yang artinya:

Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap

goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan

hubungan suami istri menjady tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan
berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan.

Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

DALAM REKONPENSI

Setelah membaca pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang

dalam menentukan beban kewajiban Tergugat yang didasarkan kepada
kemampuan Tergugat, Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
mempertimbangkan, bahwa apa yang telah diputuskan majelis hakim tingkat

pertama tentang penentuan kewajiban yang hanya didasarkan pada penghasilan

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak tepat.
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Sesuai berita acara persidangan tanggal 2 Pebruari 2011, dalam
jawabannya  Penggugat/Pembanding  mendalilkan  bahwa  pekerjaan
Tergugat/Terbandingadalah seorang sales manager PT untuk wilayah Jawa
Tengah yang berpenghasilan pokok sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
belum termasuk komisi dan bonus dan Tergugat/Terbanding tidak membantah
akan status pckerjaannya tersebut, bahkan Tergugat/Terbanding membenarkan
tiga lembar fotokopi kwitansi yang dijadikan bukti surat oleh
Penggugat/Pembanding.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya mempunyai PRASANGKA bahwa Tergugat/Terbanding berpenghasilan
lebih dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam sebulan.
Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana terurai
dalam surat jawabannya dan memori bandingnya tentang nafkah madiyyah,
mut ah, nafkah ‘/ddah dan nafkah anak akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-
fakta tersebut:

I. Tentang nafkah madiyyah bagi Penggugat dan anaknya
Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan,
sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 2 Pebruari 2011, dalam jawabannya
Penggugat/Pembanding mendalilkan, selama berpisah 5 bulan
Tergugat/Terbanding hanya 3x memberi nafkah melalui ATM BCA atas

nama  Tergugat/Terbanding  yang  seluruhnya  diambil  oleh
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Penggugat/Pembanding  dengan  jumlah Rp. 1.350.000,- dan
Tergugat/Terbanding tidak membantah pernyataan tersebut. Dan
Penggugat/Pembanding tidak mengajukan gugatan mengenai nafkah
madiyyah kepada Tergugat/Terbanding yang selebihnya.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan
bahwa dalam memori bandingnya Penggugat/Pembanding mengajukan
gugatan agar Tergugat/Terbanding memberikan nafkah madiyyah setiap
bulan sebesar Rp. 1.000.000,-. Bahwa scsuai ketentuan pasal 132 a ayat (2)
HIR dinyatakan bahwa ‘jika dalam sidang tingkat pertama tidak diajukan
gugatan melawan, maka dalam tingkat banding tidak boleh diajukan gugatan
terscbut”. Akan tectapi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat
bahwa dalam sengketa perceraian hal ini merupakan Lex Specialis dari
gugatan pada umunya, karena dalam ssengketa perceraian selama sidang
tingkat pertama terkadang salah satu pihak tetap ingin mempertahankan
perkawinannya schingga dalam persidangan tersebut tidak mengajukan
gugatan balik/rekonpensi. Sehingga meskipun gugatan
Penggugat/Pembanding tentang nafkah madiyyah tersebut diajukan dalam
tingkat banding maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan
mempertimbangkannya karena gugatan tersebut tidak memerlukan proses
pembuktian lagi dan hanya didasarkan pada fakta-fakta yang telah terbukti di

persidangan.
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Menimbang, bahwa sejak diserahkan kepada orang tuanya tanggal 10
September 2010 sampai persidangan banding ini berlangsung,
Penggugat/pembandig telah pisah rumah selama 11 bulan, dan menurut
hukum islam, sebagai suami Tergugat/Terbanding tetap berkewajiban untuk
menafkahi istri dan anaknya. Maka berdasar alasan tersebut Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar
nafkah madiyyah kepada Penggugat/Pembanding selama 11 bulan dengan
rincian 11 x Rp. 1.000.000,- dikurangi Rp. 1.350.000,- = Rp. 9.650.000,-.
2. Tentang mut ah dan nafkah ‘iddah

Mengenai mutah dan nafkah ‘“ddah, apa yang telah dipertimbangkan oleh
hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar. Berdasarkan ketentuan pasal
149 huruf (a) dan (b) maka Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang
berinisiatif untuk melakukan perceraian berkewajiba membayar mur‘ah dan
nafkah ‘ddah serta kiswah selama 3 bulan. Akan tetapi menurut ketentuan
pasal 1 huruf (j) dan pasal 160 KHI “mut ‘ah adalah pemberian bekas suami
kepada istri yang telah dijatubi talak berupa benda atau vang dan lainnya
yang besarnya disesvaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami” maka
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa ketetapan nilai
mut ah dan nafkah ‘iddah harus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan

Tergugat/Terbanding.
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Sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 2 Pebruari 2011
Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan pembayaran mur ah sebesar Rp.
50.000.000,- dan nafkah %ddah Rp. 3.000.000,- sedang berdasarkan fakta
pada saat ini Tergugat/Terbanding berpenghasilan sekurang-kurangnya Rp.
4.000.000,- setiap bulan dan memiliki dana hasil dari pembatalan
pembayaran uang muka KPR dari PT. Pancanaka Swasakti Utama sebesar
Rp. 40.000.000,-, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menghukum
Tergugat/Terbanding untuk membayar mut ‘ah sebesar Rp. 10.000.000,- dan
nafkah ‘jddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000.
3. Tentang nafkah anak

Adapun mengenai nafkah anak, sesuai Berita Acara Persidangan
Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan pembayaran nafkah anak
sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan sedang berdasarkan fakta pada saat ini
Tergugat/Terbanding berpenghasilan sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000,-
setiap bulan dan menurut ketentuan pasal 41 huruf (b) dinyatakan, bahwa
“akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung
Jjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak
ftu..” oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menghukum
Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp.
500.000,- setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak

tersebut berumur 21 tahun atau mandiri.



68

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa menurut sebagian besar pakar
hukum islam tidak terbayarnya nafkah istri atau nafkah anak oleh suami atau
bapak merupakan hutang, hal tersebut dijadikan sebagai pendapat Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
menerapkan pasal 1131 KUHPerdata dalam perkara ini, dan menyatakan
semua kebendaan milik Tergugat/Terbanding sebagai jaminan atas kelalaian
pembayaran nafkah anak.
4. Tentang hibah rumah kepada anak dan asuransi pendidikan

Mengenai hibah rumah dan asuransi pendidikan, sesuai Berita Acara
Persidangan  Penggugat/Pembanding  mengajukan  gugatan  agar
Tergugat/Terbanding dihukum untuk menghibahkan rumah KPR dan
Tabungan  Asuransi  Pendidikan Anak dan dalam repliknya
Tergugat/Terbanding mengaku telah membayar uang muka rumah KPR
namun dibatalkan karena rumah tangganya retak. Sedang tentang Asuransi
Pendidikan Anak di Bank Mandiri Tergugat/Terbanding membatah akan
adanya kepemilikan asuransi tersebut.

Menurut ketentuan pasal 171 huruf (d) KHI “hibah adalah pemberian suatu
benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain
yang masih hidup untuk dimiliki”. Dengan demikian menurut hukum,
sescorang tidak dapat dihukum atau dipaksa untuk

memberikan/menghibahkan barang miliknya kepada orang lain, oleh karena
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itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa gugatan
Penggugat/Pembanding agar Tergugat/Terbanding dihukum untuk
menghibahkan barang miliknya tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

Mengenai Asuransi Pendidikan Anak di Bank Mandiri yang telah dibantah
oleh Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding tidak mengajukan
bukti apapun terhadap gugatannya tersebut, dan menurut ketentuan pasal 163
HIR menyatakan “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia
menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untvk
membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak
itu atau adanya kejadian itu”. Maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

berpendapat bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima."’

' Ibid, salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.



